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10 SYAWAL 1446 H10 SYAWAL 1446 H

Jadwal

Salat
Ashar     : 15:37 WIB
Maghrib : 18:34 WIB
Isya : 19:44 WIB

   Bersambung ke Hal 11    Bersambung ke Hal 11

   Bersambung ke Hal 11

   Bersambung ke Hal 11

   Bersambung ke Hal 11

   Bersambung ke Hal 11

   Bersambung ke Hal 11

   Bersambung ke Hal 11

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Salat

Ulama Dunia Serukan 
Jihad Lawan Israel

Jakarta, MIMBAR - Presiden Prabowo 
Subianto akan membentuk Satuan Tu-

gas (satgas) khusus penanganan pemutu-
san hubungan kerja (PHK).

Usulan itu disampaikan Said Iqbal dalam acara Sarasehan 
Ekonomi dengan Prabowo di Menara Mandiri Sudirman, 
Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyuarakan 
usulan agar pemerintah mendirikan Satgas PHK yang melibatkan unsur 
pemerintah, serikat buruh, akademisi, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Kehadiran satuan tugas ini dinilai penting sebagai upaya menghada-
pi ancaman gelombang PHK massal di tengah ketidakpastian ekonomi 

Medan, MIMBAR - Sejumlah 
ulama terkemuka di dunia menge-
luarkan fatwa langka yang mende-
sak seluruh umat Islam dan negara 
mayoritas Muslim melakukan jihad 
melawan Israel.

Sekretaris Jenderal Persatuan 
Ulama Muslim Internasional (IUMS), 
Ali Al-Qaradaghi, pada Jumat (4/4), 
meminta umat Islam di seluruh dunia 
untuk segera turun tangan secara 
militer, ekonomi, dan politik guna 
menghentikan genosida yang tengah 

PRESIDEN Prabowo Subianto berjanji 
menciptakan 8 juta lebih lapangan pekerjaan 
baru di Indonesia.

"Menteri Pertanian (Andi Amran 
Sulaiman) merencanakan, kita akan 
melakukan investasi besar-besaran di 
bidang pertanian yang kita hitung 
bisa menyerap 8 juta lapangan 
kerja," klaim Prabowo dalam 
Sarasehan Ekonomi di Me-

Solok, MIMBAR - Gempa darat 
dengan kedalaman 1 kilometer meng-
guncang Kabupaten Solok, Sumatera 
Barat Selasa (8/4) sore. Pihak BMKG 
menyebut, gempa darat tersebut 
berkekuatan magnitudo 4,2 (M.4,2), 
lalu disusul gempa magnitudo 2,4 
(M.2,4).

"Betul, ada gempa di Solok. Lalu 
ada satu kali gempa susulan," kata 
Kepala Stasiun Geofisika Padang Pan-
jang, Suaidi Ahadi.

Ia menjelaskan, gempa terjadi seki-
tar pukul 17:23:35 WIB.

"Hasil analisis BMKG menunjuk-
kan gempa bumi ini memiliki parame-
ter dengan magnitudo M 4.2. Episenter 
gempa bumi terletak pada koordinat 
0.98 Lintang Selatan, 100.71 Bujur 
Timur atau tepatnya berlokasi di darat 
pada jarak 20 km Tenggara Kabupaten 
Solok pada kedalaman 1 km," katanya.

Gempa itu sendiri kata Suaidi, ter-

Ketika perekonomian belum benar-benar stabil 
pasca pandemi, kabar tentang pemutusan hubungan 
kerja (PHK) massal kembali menjadi 
sorotan. Di berbagai sektor—indus-
tri padat karya, startup teknologi, 
hingga jasa keuangan—gelom-
bang efisiensi karyawan terus 
terjadi. Dalam situasi seperti 
ini, PHK bukan sekadar per-
soalan statistik, melainkan 
alarm sosial yang mengguncang 
ketahanan rumah tangga dan 
relasi antara negara, pasar, dan 
rakyatnya.

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengkritik 
Presiden AS Donald Trump yang tak memakai 
ilmu ekonomi dalam menetapkan tarif liberation 
atau tarif resiprokal, termasuk bagi Indonesia yang 
dihantam sebesar 32 persen.

"Tarif resiprokal yang disampaikan oleh 
Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara 
perhitungan tarif tersebut, yang saya rasa semua 
ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak 
bisa memahami (dasar perhitun-
gan tarif Trump)," ucapnya 
dalam Sarasehan Ekonomi di 
Menara Mandiri Sudirman, 
Jakarta Pusat, Selasa 
(8/4).

"Jadi, ini juga sudah 
tidak berlaku lagi 
ilmu ekonomi, yang 
penting pokoknya 
tarif duluan," kritik 
Sri Mulyani.

Wanita yang 
akrab disapa Ani 
itu menegaskan 
tujuan Donald 
Trump hanya 
untuk menutup 
defisit neraca 

Jakarta, MIMBAR - Presiden Konfedera-
si Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 
yang juga Penasihat Kapolri Andi Gani Nena 
Wea mengapresiasi respons cepat Presiden 
Prabowo Subianto yang akan membentuk 
Satuan Tugas (Satgas) khusus Pemutusan 
Hubungan Kerja (PHK).

 Andi Gani menegaskan, Sat-
gas PHK nantinya akan melibatkan Pemerin-
tah, buruh, dan pengusaha. 

Jakarta, MIMBAR - Banyak permasalahan 
hukum di Sumatera Utara (Sumut) yang belum 
tuntas, menjadi sorotan dalam kunjungan 
kerja reses Komisi III DPR RI ke Medan, 
termasuk proyek multiyears Rp2,7 triliun 
yang hingga kini masih menggantung.

Dalam kunjungan ini, Komisi III 
mengunjungi Kantor Kepolisian 
Daerah Sumatera Utara (Polda 
Sumut), penghujung bulan lalu.  

Mangihut menyoroti dugaan 
korupsi di Pemerintahan 
Provinsi Sumatera Utara yang 

Komisi III DPR RI 
Soroti Kasus Rp2,7 T

perdagangan AS dengan puluhan negara lain, termasuk 
dengan Indonesia.

Menurutnya, landasan yang dipakai Trump hanya 
tak ingin Amerika membeli lebih banyak dari negara 
luar. Ani melihat Trump cuma mau produk yang dijual 
AS akhirnya bisa lebih banyak dari yang diimpor.

"Tidak ada ilmu ekonominya di situ, menutup 
defisit (perdagangan AS)... It's purely transactional. 

Enggak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi, ada 
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di 

sini, mohon maaf tidak berguna Pak (Pres-
iden Prabowo Subianto) ilmunya hari-hari 

ini," jelasnya.
Sang Bendahara Negara mengaku 

sebenarnya Indonesia berharap 
masih ada dampak positif dari 


